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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

1. Perlindungan Hukum 

a. Pengertian perlindungan hukum 

       Perlindungan hukum merupakan suatu bentuk upaya yang dilakukan oleh 

hukum dalam hal ini undang-undang dalam melindungi setiap orang dalam 

melakukan hubungan hukum dengan orang lain. Menurut CST Kansil tentang 

Perlindungan hukum adalah yang mengatakan bahwa : 

Penyempitan arti dari perlindungan, dalam hal ini hanya perlindungan oleh 

hukum saja. Perlindungan yang diberikan oleh hukum, terkait pula dengan 

adanya hak dan kewajiban, dalam hal ini yang dimiliki oleh manusia sebagai 

subyek hukum dalam interaksinya dengan sesama manusia serta 

lingkungannya10.  

Sedangkan menurut Soedikno Mertokusumo yang dimaksud dengan perlindungan 

hukum adalah sebagai berikut Suatu hal atau perbuatan untuk melindungi subyek 

hukum berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku disertai 

dengan sanksi-sanksi bila ada yang melakukan wanprestasi11. Selain itu, menurut 

pendapat dari Satjipto Raharjo mendefinisikan Perlindungan Hukum yaitu yang 

mengatakan bahwa : 

                                                             
10CST Kansil, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 

1989, hal.102 
11Soedikno Mertokusumo, Mengenal hukum (Suatu Pengantar), Liberty, Yogyakarta, 

1991, hal.9 
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Upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara memberikan suatu 

kekuasaan kepada orang tersebut untuk melakukan tindakan yang dapat 

memenuhi kepentingannya12. 

Lebih lanjut menurut Philipus M. Hadjon perlindungan hukum memiliki perluasan 

yang lebih luas daripada pengertian yang telah diutarakan di atas, yaitu yang 

mengatakan bahwa sarana perlindungan Hukum ada dua macam, yaitu :  

1. Sarana Perlindungan Hukum Preventif Pada perlindungan hukum 

preventif ini, subyek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan 

keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah 

mendapat bentuk yang definitif. Tujuannya adalah mencegah terjadinya 

sengketa. Perlindungan hukum preventif sangat besar artinya bagi tindak 

pemerintahan yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan 

adanya perlindungan hukum yang preventif pemerintah terdorong untuk 

bersifat hati-hati dalam mengambil keputusan yang didasarkan pada 

diskresi. Di indonesia belum ada pengaturan khusus mengenai 

perlindungan hukum preventif.  

2. Sarana Perlindungan Hukum Represif Perlindungan hukum yang represif 

bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Penanganan perlindungan 

hukum oleh Pengadilan Umum dan Pengadilan Administrasi di Indonesia 

termasuk kategori perlindungan hukum ini. Prinsip perlindungan hukum 

terhadap tindakan pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep 

tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia 

karena menurut sejarah dari barat, lahirnya konsep-konsep tentang 

pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan 

kepada pembatasanpembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan 

pemerintah. Prinsip kedua yang mendasari perlindungan hukum terhadap 

tindak pemerintahan adalah prinsip negara hukum. Dikaitkan dengan 

pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, pengakuan 

dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia mendapat tempat utama 

dan dapat dikaitkan dengan tujuan dari negara hukum13. 

 

 

 

                                                             
12Satjipto Raharjo, Sisi-sisi Lain dari Hukum di Indonesia, Kompas, Jakarta, 2003, 

hal.121 
13Philipus M. Hadjon, Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia, Bina Ilmu, Surabaya, 

1987, hal.30 
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2. Perjanjian 

a. Pengertian perjanjian 

       Perjanjian secara umum timbul karena adanya suatu kebutuhan dari masing-

masing pihak untuk melakukan hubungan hukum, perjanjian merupakan salah 

satu sumber perikatan berdasarkan pasal 1233 KUHPerdata, dalam 

pengaturannya, perjanjian dimulai pada bab II buku III KUHPerdata. Pengertian 

perjanjian diatur dalam ketentuan KUHPerdata pasal 1313 yang menentukan 

bahwa “Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau 

lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”. Selanjutnya 

pengertian perjanjian ini juga dapat ditemui didalam pendapat para ahli yaitu 

menurut Agus Yudha Hernoko “Perjanjian adalah perbuatan hukum, dimana satu 

orang atau lebih mengikatkan dirinya atau saling mengikatkan dirinya terhadap 

satu orang atau lebih”14. Hal ini juga selaras dengan pendapat dari pendapat dari 

Subekti yang mengatakan bahwa “ Suatu perjanjian adalah suatu peristiwa dimana 

seseorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji 

untuk melaksanakan sesuatu hal”15. Menurut Sudikno Mertokusumo yang 

mengatakan bahwa : 

perjanjian adalah suatu hubungan hukum antara dua pihak atau lebih 

berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum. Maksudnya, 

kedua pihak tersebut sepakat untuk menentukan peraturan atau kaidah atau hak 

dan kewajiban yang mengikat mereka untuk ditaati dan dilaksanakan. 

Kesepakatan tersebut adalah untuk menimbulkan akibat hukum, yaitu 

                                                             
14Agus Yudha Hernoko, Hukum Perjanjian : Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak 

Komersial, Prenadamedia Group, Jakarta, 2010, hal.16 
15Subekti, Hukum Perjanjian, Pembimbing Masa, Jakarta, 1979, hal.1. 
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menimbulkan hak dan kewajiban, sehingga apabila kesepakatan itu dilanggar 

maka akan ada akibat hukumnya atau sanksi bagi si pelanggar16. 

Selanjutnya, menurut Sri Rejeki Hartono mengatakan bahwa : 

Secara umum pengertian perjanjian dapat dijabarkan antara lain adalah sebagai 

berikut : 

1. suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya 

 terhadap satu orang atau lebih. 

2. suatu hubungan hukum antara pihak, atas dasar mana pihak yang satu 

(yang berhubungan/kreditur) berhak untuk suatu prestasi dari yang lain 

(yang berhubungan/debitur) yang juga berkewajiban melaksanakan dana 

bertanggung jawab atas suatu prestasi17. 

b. Syarat sahnya perjanjian 

       Setiap perjanjian yang dibuat oleh para pihak harus tetap memenuhi syarat-

syarat sahnya suatu perjanjian, baik syarat subyektif maupun syarat obyekif yang 

diatur dalam pasal 1320 KUHPerdata, yakni : 

       A. Kesepakatan; 

Syarat sahnya suatu perjanjian jual beli yaitu adanya suatu kesepakatan 

pada para pihak. Menurut Agus Yudha Hernoko “Kesepakatan 

mengandung pengertian bahwa para pihak saling menyatakan kehendak 

masing-masing untuk menutup suatu perjanjian atau pernyataan pihak 

yang satu “cocok” atau bersesuaian dengan pernyataan pihak yang lain”18. 

Hal ini berarti bahwa kedua belah pihak harus merasa sesuai satu sama 

lain yang dirasa dapat memberikan keuntungan bagi para pihak terkait 

pokok-pokok perjanjian yang salah satunya berisi objek perjanjian jual 

beli tersebut. 

                                                             
16Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum (Suatu Pengantar), Liberti, Yogyakarta, 

1986, hal. 97 
17Sri Rejeki Hartono, Asas-asas Hukum Perjanjian, Mandar Maju, Bandung, 2000, hal.82 
18Agus Yudha Hernoko, Hukum Perjanjian, Op.Cit., hal.162. 
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       B. Kecakapan 

Seseorang yang cakap dalam melakukan hubungan hukum perjanjian 

adalah orang yang telah memenuhi kriteria dalam peraturan perundang-

undangan, di dalam KUHPerdata memberikan pengertian tentang 

kecakapan seseorang, pengaturan tersebut diatur dalam Pasal 330 

KUHPerdata yang menentukan bahwa “Yang belum dewasa adalah 

mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun dan tidak 

kawin sebelumnya. Bila perkawinan dibubarkan sebelum umur mereka 

genap dua puluh satu tahun, maka mereka tidak kembali berstatus belum 

dewasa”. Selain berdasarkan pengertian kecakapan menurut KUHPerdata 

diatas, selanjutnya Subekti menambahkan pengertian orang yang belum 

cakap, menurut Subekti orang yang dianggap belum cakap adalah sebagai 

berikut : 

1. Orang yang belum dewasa 

2. Mereka yang ditaruh dibawah pengampuan 

3. Orang perempuan dalam hal-hal yang ditetapkan oleh undang-undang, 

dan semua orang kepada siapa undang-undang  telah melarang 

membuat perjanjian-perjanjian tertentu19. 

       C. Suatu hal tertentu 

Suatu hal tertentu ini berkaitan dengan objek yang diperjanjikan, menurut 

Mariam Darus Badrulzaman tentang objek perjanjian yaitu yang terkait 

dengan pasal 1332 sampai dengan pasal 1334 bahwa : 

                                                             
 
19Subekti, Op.Cit., hal.17 
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     Objek perjanjian yang dapat dikategorikan dalam Pasal 1332 sampai  

     dengan Pasal 1334 adalah :  

1. Objek yang akan ada, asalkan dapat ditentukan jenis dan dapat 

dihitung.  

2. Objek yang dapat diperdagangkan (barang-barang yang 

dipergunakan untuk kepentingan umum tidak dapat menjadi objek 

perjanjian)20. 

       D. Suatu sebab yang halal 

Suatu sebab yang halal tersebut ialah suatu perjanjian harus tetap berada 

dalam koridor hukum yang berlaku dalam masyarakat, dengan kata lain 

perjanjian yang dibuat para pihak itu harus tetap berdasarkan kepatutan, 

kesusilaan dan peraturan perundang-undangan.  

Dari syarat-syarat yang ditentukan diatas, maka jelas bahwa perjanjian tidak 

hanya harus memenuhi unsur dalam pasal 1313 tetapi juga harus memenuhi syarat 

sahnya suatu perjanjian yang diatur dalam pasal 1320, karena syarat subyektif 

yang tertuang dalam ayat 1 dan 2 pasal 1320 KUHPerdata tersebut merupakan 

syarat subyetif yang jika tidak dipenuhi maka perjanjian tersebut dapat dibatalkan 

(Vernietegbaar), selanjutnya ayat 2 dan 3 pasal 1320 KUHPerdata menyiratkan 

syarat obyektif yang jika tidak dipenuhi maka perjanjian itu akan berakibat 

batalnya perjanjian (nieteg). 

       Mengikatkan dirinya atau saling mengikatkan diri tersebut pada akhirnya 

akan menimbulkan suatu perikatan yang berlaku bagi kedua belah pihak, menurut 

                                                             
 
20Mariam Darus Badrulzaman, Op.Cit., hal.104 
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Subekti pengertian perikatan ialah suatu hubungan hukum (mengenai kekayaan 

harta benda) antara dua orang, yang memberi hak pada yang satu untuk menuntut 

barang sesuatu dari yang lainnya, sedangkan orang yang lainnya ini diwajibkan 

memenuhi tuntutan itu”21. Menurut Sri Rejeki Hartono perihal tentang perjanjian 

yaitu mengatakan bahwa : 

setiap perjanjian pada dasarnya akan meliputi hal-hal tersebut dibawah ini : 

1. perjanjian selalu menciptakan hubungan hukum. 

2. perjanjian menunjukkan adanya kemampuan atau kewenangan menurut 

hukum 

3. perjanjian mempunyai atau berisikan suatu tujuan, bahwa pihak yang satu 

akan memperoleh dari pihak yang lain suatu prestasi yang mungkin 

memberikan sesuatu, melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu. 

4. dalam setiap perjanjian, kreditur berhak atas prestasi dari debitur, yang 

dengan sukarela akan memenuhinya. 

5. bahwa dalam setiap perjanjian debitur wajib dan bertanggung jawab 

melakukan prestasinya sesuai dengan isi perjanjian22. 

       Dengan demikian, syarat sahnya suatu perjanjian yang telah diuraikan diatas 

menjadi suatu hal yang wajib dipenuhi bagi para pihak, karena hal tersebut 

merupakan sesuatu yang diatur dalam KUHPerdata dan akibat-akibat yang 

didapat dari tidak dipenuhinya suatu syarat diatas dapat membuat batalnya 

perjanjian maupun batal demi hukum.  

c. Macam-macam perjanjian 

Perjanjian dapat dilakukan seseorang dengan berbagai macam bentuk 

perjanjian dan jenisnya, hal ini seperti yang diutarakan menurut Sutarno yang 

mengatakan bahwa perjanjian dapat dibedakan menjadi beberapa jenis yaitu: 

                                                             
 
21Subekti, Pokok-Pokok Hukum Perdata, Intermasa, Jakarta, 2011, hal.122 
22Sri Rejeki Hartono, Op.Cit., hal.82 
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a) Perjanjian timbal balik adalah perjanjian yang dibuat dengan meletakkan 

hak dan kewajiban kepada kedua pihak yang membuat perjanjian. Misalnya 

perjanjian jual beli Pasal 1457 KUHPerdata dan perjanjian sewa menyewa 

Pasal 1548 KUHPerdata. Dalam perjanjian jual beli hak dan kewajiban ada 

di kedua belah pihak. Pihak penjual berkewajiban menyerahkan barang 

yang dijual dan berhak mendapat pembayaran dan pihak pembeli 

berkewajiban membayar dan hak menerima barangnya. 

b) Perjanjian sepihak adalah perjanjian yang dibuat dengan meletakkan 

kewajiban pada salah satu pihak saja. Misalnya perjanjian hibah. Dalam 

hibah ini kewajiban hanya ada pada orang yang menghibahkan yaitu 

memberikan barang yang dihibahkan sedangkan penerima hibah tidak 

mempunyai kewajiban apapun. Penerima hibah hanya berhak menerima 

barang yang dihibahkan tanpa berkewajiban apapun kepada orang yang 

menghibahkan. 

c) Perjanjian dengan percuma adalah perjanjian menurut hukum terjadi 

keuntungan bagi salah satu pihak saja. Misalnya hibah (schenking) dan 

pinjam pakai Pasal 1666 dan 1740 KUHPerdata.  

d) Perjanjian konsensuil, riil dan formil 

Perjanjian konsensuil adalah perjanjian yang dianggap sah apabila telah 

terjadi kesepakatan antara pihak yang membuat perjanjian.  

Perjanjian riil adalah perjanjian yang memerlukan kata sepakat tetapi 

barangnya harus diserahkan, misalnya perjanjian penitipan barang pasal 
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1741 KUHPerdata dan perjanjian pinjam mengganti Pasal 1754 

KUHPerdata.  

Perjanjian formil adalah perjanjian yang memerlukan kata sepakat tetapi 

undang-undang mengharuskan perjanjian tersebut harus dibuat dengan 

bentuk tertentu secara tertulis dengan akta yang dibuat oleh pejabat umum 

notaris atau PPAT. Misalnya jual beli tanah, undang-undang menentukan 

akta jual beli harus dibuat dengan akta PPAT, perjanjian perkawinan dibuat 

dengan akta notaris. 

e) Perjanjian bernama atau khusus dan perjanjian tak bernama Perjanjian 

bernama atau khusus adalah perjanjian yang telah diatur dengan ketentuan 

khusus dalam KUHPerdata Buku ke tiga Bab V sampai dengan bab XVIII. 

Misalnya perjanjian jual beli, sewa menyewa, hibah dan lain-lain. Perjanjian 

tak bernama adalah perjanjian yang tidak diatur secara khusus dalam 

undang-undang. Misalnya perjanjian leasing, perjanjian keagenan dan 

distributor, perjanjian kredit23. 

Selain seperti yang diutarakan oleh ahli diatas, Abdulkadir Muhammad juga 

menambahkan tentang pengelompokkan perjanjian yang dapat menjadi beberapa 

jenis, yaitu: 

a) Perjanjian timbal balik dan perjanjian sepihak Perjanjian timbal balik 

(bilateral contract) adalah perjanjian yang memberikan hak dan kewajiban 

kepada kedua belah pihak. Perjanjian timbal balik adalah pekerjaan yang 

paling umum terjadi dalam kehidupan bermasyarakat, misalnya perjanjian 

                                                             
 
23Sutarno, Aspek-aspek Hukum Perkreditan Pada Bank, Alfabeta, Bandung, 2003, hal.82 
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jual beli, sewa menyewa, pemborongan bangunan, tukar menukar. 

Perjanjian sepihak adalah perjanjian yang memberikan kewajiban kepada 

satu pihak dan hak kepada pihak lainnya, misalnya perjanjian hibah, hadiah. 

Pihak yang satu berkewajiban menyerahkan benda yang menjadi obyek 

perikatan dan pihak yang lainnya berhak menerima benda yang diberikan 

itu. Yang menjadi kriteria perjanjian jenis ini adalah kewajiban berprestasi 

kedua belah pihak atau salah satu pihak. Prestasi biasanya berupa benda 

berwujud baik bergerak maupun tidak bergerak, atau benda tidak berwujud 

berupa hak, misalnya hak untuk menghuni rumah. Pembedaan ini 

mempunyai arti penting dalam praktek, terutama dalam soal pemutusan 

perjanjian menurut pasal 1266 KUHPerdata. Menurut pasal ini salah satu 

syarat ada pemutusan perjanjian itu apabila perjanjian itu bersifat timbal 

balik. 

b) Perjanjian percuma dan perjanjian dengan alas hak yang membebani 

Perjanjian percuma adalah perjanjian yang hanya memberikan keuntungan 

pada satu pihak saja, misalnya perjanjian pinjam pakai, perjanjian hibah. 

Perjanjian dengan alas hak yang membebani adalah perjanjian dalam mana 

terhadap prestasi dari pihak yang satu selalu terdapat kontra prestasi dari 

pihak lainnya, sedangkan antara kedua prestasi itu ada hubungannya 

menurut hukum. Kontra prestasinya dapat berupa kewajiban pihak lain, 

tetapi juga pemenuhan suatu syarat potestatif (imbalan). Misalnya A 

menyanggupi memberikan kepada B sejumlah uang, jika B menyerahkan 

suatu barang tertentu kepada A. Pembedaan ini mempunyai arti penting 
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dalam soal warisan berdasarkan undang-undang dan mengenai perbuatan-

perbuatan yang merugikan para kreditur (perhatikan Pasal 1341 

KUHPerdata).  

c) Perjanjian bernama dan tidak bernama. 

Perjanjian bernama adalah perjanjian yang mempunyai nama sendiri, yang 

dikelompokkan sebagai perjanjian-perjanjian khusus karena jumlahnya 

terbatas, misalnya jual beli, sewa menyewa, tukar menukar, pertanggungan. 

Perjanjian tidak bernama adalah perjanjian yang tidak mempunyai nama 

tertentu dan jumlahnya tidak terbatas. 

d) Perjanjian kebendaan dan perjanjian obligatoir. Perjanjian kebendaan 

(zakelijke overeenkomst, delivery contract) adalah perjanjian untuk 

memindahkan hak milik dalam perjanjian jual beli. Perjanjian kebendaan ini 

sebagai pelaksanaan perjanjian obligatoir. Perjanjian obligatoir adalah 

perjanjian yang menimbulkan perikatan, artinya sejak terjadi perjanjian, 

timbullah hak dan kewajiban pihak-pihak. Pembeli berhak menuntut 

penyerahan barang, penjual berhak atas pembayaran harga. Pembeli 

berkewajiban membayar harga, penjual berkewajiban menyerahkan barang. 

e) Perjanjian konsensual dan perjanjian real.  

Perjanjian konsensual adalah perjanjian yang timbul karena ada persetujuan 

kehendak antara pihak-pihak. Perjanjian real adalah perjanjian disamping 

ada persetujuan kehendak juga sekaligus harus ada penyerahan nyata atas 
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barangnya, misalnya jual beli barang bergerak, perjanjian penitipan pinjam 

pakai (Pasal 1694, 1740 dan 1754 KUHPerdata)24. 

Pada dasarnya pengelompokan dari berbagai bentuk perjanjian seperti yang 

disebutkan diatas dimaksudkan untuk dapat mempermudah dalam menentukan 

bentuk perjanjian mana yang dipakai dengan tujuan agar para pihak yang tunduk 

pada suatu perjanjian dapat mengerti batasan-batasan atau porsi yang harus 

dilakukan dalam melakukan suatu perjanjian. 

3. Ketenagakerjaan 

a. Pengertian ketenagakerjaan 

       Pengertian ketenagakerjaan terdapat dalam pasal 1 angka 1 Undang-Undang 

Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan (selanjutnya disebut UU Tenaga 

Kerja) yaitu yang menentukan bahwa “Ketenagakerjaan adalah segala hal yang 

berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, dan sesudah masa 

kerja”. Pengertian ketenagakerjaan yang diatur secara yuridis diatas, merupakan 

suatu bentuk pengertian secara hukum, oleh karena itu ketenagakerjaan 

selanjutnya dapat dikatakan sebagai hukum ketenagakerjaan.  

        Menurut Imam Soepomo “Hukum ketenagakerjaan adalah himpunan 

peraturan baik tertulis maupun himpunan tidak tertulis yang berkenaan dengan 

kejadian di mana seorang bekerja pada orang lain dengan orang lain dengan 

                                                             
 
24Abdulkadir Muhammad, Hukum Perikatan, Penerbit Alumni, Bandung, 1982, hal.86 
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menerima upah”25. Sedangkan hukum ketenagakerjaan menurut Soetikno yaitu 

yang mengatakan bahwa : 

Hukum Ketenagakerjaan keseluruhan peraturan-peraturan hukum mengenai  

hubungan kerja yang mengakibatkan seseorang secara pribadi ditempatkan 

dibawah perintah atau pimpinan orang lain atau mengenai keadaan-keadaan 

penghidupan yang langsung bersangkut paut dengan hubungan kerja tersebut26. 

Diaturnya ketenagakerjaan kedalam suatu peraturan perundang-undangan 

memiliki beberapa tujuan, tujuan dari dibentuknya Undang-Undang 

ketenagakerjaan ini yaitu yang tertuang dalam pasal 4 UU Tenaga Kerja yaitu: 

memberdayakan dan mendayagunakan tenaga kerja secara optimal dan 

manusiawi; 

a) Mewujudkan pemerataan kesempatan kerja dan penyediaan tenaga kerja 

yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan nasional dan daerah; 

b) Memberikan perlindungan kepada tenaga kerja dalam mewujudkan 

kesejahteraan; dan 

c) Meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja dan keluarganya 

       Berdasarkan pengertian diatas, maka hukum ketenagakerjaan berfungsi untuk 

mengatur hubungan yang serasi antara semua pihak yang berhubungan dengan 

ketenagakerjaan27. 

 

                                                             
 
25Imam Soepomo, Pengantar Hukum Perburuhan, Djambatan, Jakarta, 1983, hal.14 
26CG.Karta Sapoetra dan RG.Widianingsih, Pokok-Pokok Hukum Perburuhan, Armico, 

Bandung, 1982, hal.2 

 
27Sendjun H Manulang, Pokok-Pokok Hukum Ketenagakerjaan di Indonesia, Rineka 

Cipta, 1995, Jakarta, hal.23 
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b. Tenaga kerja 

       Pengertian tenaga kerja secara yuridis terdapat dalam UU Tenaga Kerja pasal 

1 angka 2 yang menentukan bahwa “Tenaga kerja adalah setiap orang yang 

mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk 

memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat”. Selain itu pengertian 

pekerja/buruh terdapat dalam pasal 1 angka 3 yaitu “Pekerja/buruh adalah setiap 

orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain”. 

       pengertian dari pekerja/buruh juga diutarakan oleh para ahli yaitu yang 

diutarakan Hardijan Rusli yaitu “Setiap orang yang bekerja dengan menerima 

upah atau imbalan dalam bentuk lain. Dengan kata lain, pekerja atau buruh adalah 

tenaga kerja yang sedang dalam ikatan hubungan kerja”28. Sedangkan menurut 

Payaman Siamanjuntak yang dikutip oleh Sendjun H Manululang “Tenaga kerja 

adalah penduduk yang sudah atau sedang bekerja, yang sedang mencari pekerjaan, 

dan yang melaksanakan kegiatan lain seperti bersekolah dan mengurus rumah 

tangga. Secara praksis pengertian tenaga kerja dan bukan tenaga kerja menurut dia 

hanya dibedakan oleh batas umur”29. Oleh karena itu yang dimaksud dengan 

tenaga kerja yaitu seseorang yang sedang atau sudah melakukan pekerjaan yang 

menghasilkan barang dan/atau jasa serta memenuhi persyaratan maupun batasan 

usia yang telah ditentukan oleh Undang-Undang yang bertujuan untuk 

memperoleh hasil atau upah. Ada beberapa klasifikasi tenaga kerja, antara lain: 

a. Berdasarkan penduduknya, klasifikasi tenaga kerja berdasarkan penduduknya 

dapat dibedakan menjadi 2 yaitu: 

                                                             
28Hardijan Rusli, Hukum Ketenagakerjaan, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2003, hal 12 
29Sendjun H Manulang, Op.Cit., hal.3 
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1. Tenaga kerja 

Tenaga kerja adalah seluruh jumlah penduduk yang dianggap dapat 

bekerja dan sanggup bekerja jika tidak ada permintaan kerja. Menurut 

Undang-Undang Tenaga Kerja, mereka yang dikelompokkan sebagai 

tenaga kerja yaitu mereka yang berusia antara 15 tahun sampai dengan 64 

tahun. 

2. Bukan tenaga kerja 

Bukan tenaga kerja adalah mereka yang dianggap tidak mampu dan tidak 

mau bekerja, meskipun ada permintaan bekerja. Menurut Undang-Undang 

Tenaga Kerja No. 13 Tahun 2003, mereka adalah penduduk di luar usia, 

yaitu mereka yang berusia di bawah 15 tahun dan berusia di atas 64 tahun. 

Contoh kelompok ini adalah para pensiunan, para lansia (lanjut usia) dan 

anak-anak. 

b. Berdasarkan kualitasnya, tenaga kerja dapat dibedakan menjadi : 

1. Tenaga kerja terdidik  

Tenaga kerja terdidik adalah tenaga kerja yang memiliki suatu keahlian 

atau kemahiran dalam bidang tertentu dengan cara sekolah atau pendidikan 

formal dan nonformal. Contohnya: pengacara, dokter, guru, dan lain-lain. 

2. Tenaga kerja terampil  

Tenaga kerja terampil adalah tenaga kerja yang memiliki keahlian dalam 

bidang tertentu dengan melalui pengalaman kerja. Tenaga kerja terampil 

ini dibutuhkan latihan secara berulang-ulang sehingga mampu menguasai 
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pekerjaan tersebut. Contohnya: apoteker, ahli bedah, mekanik, dan lain-

lain.  

3. Tenaga kerja tidak terdidik  

Tenaga kerja tidak terdidik adalah tenaga kerja kasar yang hanya 

mengandalkan tenaga saja. Contoh: kuli, buruh angkut, pembantu rumah 

tangga, dan sebagainya.  

c. Berdasarkan batas kerja, menurut batas kerja maka dapat dibedakan menjadi:  

1. Angkatan kerja  

Angkatan kerja adalah penduduk usia produktif yang berusia 15- 64 tahun 

yang sudah mempunyai pekerjaan tetapi sementara tidak bekerja, maupun 

yang sedang aktif mencari pekerjaan.  

2. Bukan angkatan kerja  

Bukan angkatan kerja adalah mereka yang berumur 10 tahun ke atas yang 

kegiatannya hanya bersekolah, mengurus rumah tangga dan sebagainya. 

Contoh kelompok ini adalah:    

• anak sekolah dan mahasiswa 

• para ibu rumah tangga dan orang cacat, dan 

• para pengangguran sukarela 

c. Pengusaha  

Pengusaha adalah pihak yang memberikan pekerjaan kepada tenaga kerja maupun 

buruh, dimana pengertian pengusaha ini dapat dilihat dalam pasal 1 angka 5 UU 

Tenaga Kerja yang menentukan bahwa : 
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    Pengusaha adalah: 

a. Orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang menjalankan 

suatu perusahaan milik sendiri; 

b. Orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang secara berdiri 

sendiri menjalankan perusahaan bukan miliknya; 

c. Orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang berada di 

Indonesia mewakili perusahaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan 

b yang berkedudukan di luar wilayah Indonesia. 

Pengusaha dapat juga disebut dengan istilah pemberi kerja. karena hal ini sedikit 

banyak serupa dengan pengertian pengusaha diatas, pemberi kerja diatur dalam 

pasal 1 angka 4 yaitu “Pemberi kerja adalah orang perseorangan, pengusaha, 

badan hukum, atau badan-badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja 

dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain”. Pemberi kerja atau juga 

disebut pengusaha memiliki tempat untuk mengadakan dan/atau menjalankan 

usahanya yang disebut perusahaan, perusahaan ini diatur dalam pasal 1 angka 6 

UU Tenaga Ketenagakerjaan yang memiliki pengertian yaitu : 

    Perusahaan adalah: 

a) Setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak, milik orang 

perseorangan, milik persekutuan, atau milik badan hukum, baik milik 

swasta maupun milik negara yang mempekerjakan pekerja/buruh dengan 

membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain; 
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b) Usaha-usaha sosial dan usaha-usaha lain yang mempunyai pengurus dan 

mempekerjakan orang lain dengan membayar upah atau imbalan dalam 

bentuk lain. 

Selain itu menurut Zainal Aiskin, pengusaha juga dapat dikatakan sebagai 

majikan, dimana pengertian tersebut ialah “Majikan adalah orang atau badan 

hukum yang mempekerjakan buruh dengan memberi upah untuk menjalankan 

perusahaan”30. 

d. Perjanjian kerja 

       Secara yuridis, pasal 1 angka 14 UU Tenaga Kerja menentukan pengertian 

dari perjanjian kerja, yaitu “Perjanjian kerja adalah perjanjian antara 

pekerja/buruh dengan pengusaha atau pemberi kerja yang memuat syarat-syarat 

kerja, hak, dan kewajiban para pihak”. Selain berdasarkan UU Tenaga Kerja, 

perjanjian kerja juga diutarakan oleh A.Ridwan yang mengatakan bahwa : 

Perjanjian kerja adalah perjanjian yang diadakan antara buruh dan majikan, di 

mana mereka saling mengikat diri satu sama lain untuk bekerja sama, di mana 

buruh berjanji akan menyelenggarakan perintah majikan sebagai pekerjaannya 

dengan baik dan majikan akan menanggung kehidupan buruh dengan baik pula, 

selaras menurut kemampuan dan persetujuan mereka masing-masing31. 

Berdasarkan pengertian diatas, selanjutnya dapat ditarik suatu unsur-unsur yang 

terkandung di dalam perjanjian kerja. Dari pengertian perjanjian kerja tersebut, 

menurut Zainal Aiskin dapat diperoleh beberapa unsur yakni : 

    a. Adanya unsur work atau pekerjaan 

                                                             
30Asikin, Zainal, Dkk, Dasar-Dasar Hukum Perburuhan, PT. Raja Grafindo Persada, 

Jakarta, 1997, hal. 43 
31A.Ridwan Halim, Hukum Perdata Dalam Tanya Jawab, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1984, 

hal.171 
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Dalam suatu perjanjian kerja harus ada pekerjaan yang diperjanjikan (objek 

perjanjian), pekerjaan tersebut haruslah silakukan sendiri oleh pekerja, hanya 

dengan seizin majikan dapat menyuruh orang lain. Hal ini dijelaskan dalam 

KUHPerdata pasal 1603a yang berbunyi: “Buruh wajib melakukan sendiri 

pekerjaannya, hanya dengan seizin majikan ia dapat menyuruh orang ketiga 

menggantikannya”. Sifat pekerjaan yang dilakukan oleh pekerja itu sangat 

pribadi karena bersangkutan dengan keterampilan atau keahliaanya, maka 

menurut hukum jika pekerja meninggal dunia maka perjanjian kerja tersebut 

putus demi hukum. 

    b. Adanya unsur perintah  

Manifestasi dari pekerjaan yang diberikan kepada pekerja oleh pengusaha 

adalah pekerja yang bersangkutan harus tunduk pada perintah pengusaha untuk 

melakukan pekerjaan sesuai dengan yang diperjanjikan. Di sinilah perbedaan 

hubungan kerja dengan hubungan yang lainnya, misalnya hubungan antara 

dokter dengan pasien, pengacara dengan klien. Hubungan tersebut bukan 

merupakan kerja karena dokter, pengacara tidak tunduk pada perintah pasien 

dan pengacara. 

c. Adanya upah  

Upah memegang peranan penting dalam hubungan kerja (perjanjian kerja), 

bahkan dapat dikatakan bahwa tujuan utama seorang pekerja bekerja pada 

pengusaha adalah untuk memperoleh upah. Sehingga jika tidak ada unsur upah, 

maka suatu hubungan tersebut bukan merupakan hubungan kerja. Seperti 

seorang narapidana yang diharuskan untuk melakukan pekerjaan tertentu, 
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seorang mahasiswa perhotelan yang sedang melakukan praktik lapangaan di 

hotel. 

Selain unsur-unsur diatas, perjanjian kerja juga dapat dilakukan dengan 2 bentuk, 

hal ini seperti yang tertuang dalam pasal 51 UU Tenaga Kerja, yang menentukan 

bahwa : 

1. Perjanjian kerja dibuat secara tertulis atau lisan. 

2. Perjanjian kerja yang dipersyaratkan secara tertulis dilaksanakan sesuai 

dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

Selanjutnya terkait perjanjian kerja tertulis, di dalam pasal 54 menerangkan 

bahwa : 

1) Perjanjian kerja yang dibuat secara tertulis sekurang-kurangnya memuat: 

a. nama, alamat perusahaan, dan jenis usaha; 

b. nama, jenis kelamin, umur, dan alamat pekerja/buruh; 

c. jabatan atau jenis pekerjaan; 

d. tempat pekerjaan; 

e. besarnya upah dan cara pembayarannya; 

f. syarat-syarat kerja yang memuat hak dan kewajiban pengusaha dan 

pekerja/ buruh; 

g. mulai dan jangka waktu berlakunya perjanjian kerja; 

h. tempat dan tanggal perjanjian kerja dibuat; dan 

i. tanda tangan para pihak dalam perjanjian kerja. 

2) Ketentuan dalam perjanjian kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

huruf e dan f, tidak boleh bertentangan dengan peraturan perusahaan, 
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perjanjian kerja bersama, dan peraturan perundang-undangan yang 

berlaku. 

3) Perjanjian kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat sekurang-

kurangnya rangkap 2 (dua), yang mempunyai kekuatan hukum yang 

sama, serta pekerja/buruh dan pengusaha masing-masing mendapat 1 

(satu) perjanjian kerja. 

e. Macam-macam perjanjian kerja 

       Macam-macam perjanjian kerja dapat dilihat di dalam pasal 55 ayat (1) yang 

menentukan bahwa : 

1) Perjanjian kerja dibuat untuk waktu tertentu atau untuk waktu tidak 

tertentu. 

Menurut Sendjun H. Manulang, dilihat dari jenisnya perjanjian kerja dapat 

dibedakan menjadi dua bagian, yaitu : 

1. Perjanjian kerja waktu tertentu; 

2. Perjanjian kerja waktu tidak tertentu32. 

Di bawah ini akan dibahas lebih lanjut tentang perjanjian kerja waktu tertentu dan 

perjanjian kerja waktu tidak tertentu, yang dapat diuraikan sebagai berikut : 

 

 

 

 

 

                                                             
32Sendjun H. Manulang, Op.Cit., hal. 69 
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1) Perjanjian kerja waktu tertentu 

       Perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) didasarkan atas jangka waktu atau 

selesainya pekerjaan33. Syarat atau jenis pekerjaan yang dapat dibuat dengan 

Perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) adalah : 

1) Pekerjaan tersebut menurut sifatnya sekali selesai atau sementara; 

2) Pekerjaan tersebut diperkirakan akan selesai dalam waktu tidak terlalu 

lama atau paling lambat tiga (3) tahun; 

3) Pekerjaan tersebut sifatnya musiman; 

4) Pekerjaan tersebut berhubungan dengan produk baru, kegiatan baru atau 

produk tambahan yang masih dalam masa percobaan34. 

Lebih lanjut, sifat dari perjanjian kerja untuk waktu tertentu dapat diuraikan 

menjadi lebih jelas yaitu sebagai berikut; 

1) Pekerja yang sekali selesai atau sifatnya sementara  

Pola hubungan kerja dengan perjanjian kerja waktu tertentu dapat 

dilakukan untuk pekerja yang didasarkan atas selesainya pekerja tertentu 

untuk waktu paling lama 3 (tiga) tahun.  

2) Diperkirakan penyelesaianya dalam waktu tidak terlalu lama dan paling 

lama 3 (tiga) tahun.  

Pola hubungan kerja dengan perjanjian kerja waktu tertentu dapat 

dilakukan untuk pekerja yang dipekirakan penyelesaianya dalam waktu 

tidak terlalu lama dan paling lama 3 tiga (tahun). Dalam hal perkerjaan 

tertentu yang diperjanjikan berakhir maka perjanjian kerja waktu tertentu 

tersebut putus demi hukum.  

 

 

                                                             
 
34Ibid. 
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3) Bersifat musiman  

Pekerja yang bersifat musiman adalah pekerja yang pelaksanaanya 

tergantung pada musim atau cuaca. PKWT yang dilakukan untuk pekerja 

yang musiman hanya dapt dilakukan satu jenis pekerjaan waktu tertentu  

4) Berhubungan dengan produk baru, kegiatan baru atau produk tambahan 

yang masih dalam percobaan atau penjajakan.  

Pola hubungan kerja dengan perjanjian kerja waktu tertentu dapat 

digunakan untuk melakukan pekerjaan yang berhubungan dengan produk 

baru, kegiatan baru, atau produk tambahan yang masih dalam percobaan 

atau penjajakan. Untuk ini perjanjian kerja waktu tertentu hanya dapat 

dilakukan untuk jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun dan dapat 

diperpanjang untuk satu kali paling lama 1 (satu) tahun dan tidak dapat 

dilakukan perubahan. 

       Di dalam UU Tenaga Kerja, sifat dan jenis perjanjian kerja waktu tertentu 

diatur dalam pasal 59 yang menentukan bahwa : 

1) Perjanjian kerja untuk waktu tertentu hanya dapat dibuat untuk pekerjaan 

tertentu yang menurut jenis dan sifat atau kegiatan pekerjaannya akan 

selesai dalam waktu tertentu, yaitu: 

a. pekerjaan yang sekali selesai atau yang sementara sifatnya; 

b. pekerjaaan yang diperkirakan penyelesaiannya dalam waktu yang 

tidak terlalu lama dan paling lama 3 (tiga) tahun; 

c. pekerjaan yang bersifat musiman; atau 
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d. pekerjaan yang berhubungan dengan produk baru, kegiatan baru, atau 

produk tambahan yang masih dalam percobaan atau penjajakan. 

2) Perjanjian kerja untuk waktu tertentu tidak dapat diadakan untuk pekerjaan 

yang bersifat tetap. 

3) Perjanjian kerja untuk waktu tertentu dapat diperpanjang atau 

diperbaharui. 

4) Perjanjian kerja waktu tertentu yang didasarkan atas jangka waktu tertentu 

dapat diadakan untuk paling lama 2 (dua) tahun dan hanya boleh 

diperpanjang 1 (satu) kali untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun. 

5) Pengusaha yang bermaksud memperpanjang perjanjian kerja waktu 

tertentu tersebut, paling lama 7 (tujuh) hari sebelum perjanjian kerja waktu 

tertentu berakhir telah memberitahukan maksudnya secara tertulis kepada 

pekerja/buruh yang bersangkutan. 

6) Pembaruan perjanjian kerja waktu tertentu hanya dapat diadakan setelah 

melebihi masa tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari berakhirnya perjanjian 

kerja waktu tertentu yang lama, pembaruan perjanjian kerja waktu tertentu 

ini hanya boleh dilakukan 1 (satu) kali dan paling lama 2 (dua) tahun. 

7) Perjanjian kerja untuk waktu tertentu yang tidak memenuhi ketentuan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (4), ayat (5), dan ayat 

(6) maka demi hukum menjadi perjanjian kerja waktu tidak tertentu. 

8) Hal-hal lain yang belum diatur dalam pasal ini akan diatur lebih lanjut 

dengan Keputusan Menteri. 
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2) Perjanjian kerja waktu tidak tertentu (PKWTT) 

       Perjanjian kerja waktu tidak tertentu (PKWTT) adalah perjanjian mengenai 

hubungan kerja yang tidak dibatasi oleh jangka waktu atau tidak dibatasi oleh 

selesainya suatu pekerjaan35. Menurut Soedarjadi “Perjanjian kerja waktu tidak 

tertentu (PKWTT) adalah Dimana seseorang pekerjaan melakukan kesepakatan 

dengan pengusaha mengadakan hubungan kerja dengan suatu ikatan tidak terbatas 

jangka waktunya”36. Selain itu, menurut Andi Hamzah “ jangka waktu berlakunya 

tidak disebutkan dalam perjanjian kerja, tidak menyebutkan untuk berapa lama 

tenaga kerja harus melakukan pekerjaan tersebut”37. 

       Setiap pekerjaan yang berjenis perjanjian kerja waktu tidak tertentu, antara 

pengusaha dengan tenaga kerja dapat mengadakan suatu masa percobaan, dimana 

hal ini seperti yang tertuang dalam pasal 60 ayat 1 dan 2 UU Tenaga Kerja yang 

menentukan bahwa : 

1) Perjanjian kerja untuk waktu tidak tertentu dapat mensyaratkan masa 

percobaan kerja paling lama 3 (tiga) bulan. 

2) Dalam masa percobaan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 

pengusaha dilarang membayar upah di bawah upah minimum yang 

berlaku. 

                                                             
35Ibid. 
36Soedarjadi, Hukum Ketenagakerjaan Indonesia, Yustisia, Jakarta, 2008, hal.62 
37Andi Hamzah, Pokok-Pokok Hukum Ketenagakerjaan Indonesia, Rineka Cipta, Jakarta, 

2001, hal.70  
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PKWTT dapat mengisyaratkan adanya masa percobaan dengan jangka waktu 

paling lama 3 (tiga) bulan, dalam hal perjanjian kerja dibuat secara lisan, maka 

pengusaha wajib membuat surat keputusan (SK) pengangkatan bagi buruh38. 

f. Syarat sahnya perjanjian kerja 

       Suatu perjanjian kerja dapat dikatakan sah apabila telah memenuhi syarat dari 

yang telah ditentukan oleh UU Tenaga Kerja. syarat-syarat tersebut dapat dilihat 

pada ketentuan pasal 52 ayat UU Tenaga Kerja yang menentukan bahwa : 

1) Perjanjian kerja dibuat atas dasar: 

a. kesepakatan kedua belah pihak; 

b. kemampuan atau kecakapan melakukan perbuatan hukum; 

c. adanya pekerjaan yang diperjanjikan; dan 

d. pekerjaan yang diperjanjikan tidak bertentangan dengan ketertiban 

umum, kesusilaan, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

2) Perjanjian kerja yang dibuat oleh para pihak yang bertentangan dengan 

ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b dapat 

dibatalkan. 

3) Perjanjian kerja yang dibuat oleh para pihak yang bertentangan dengan 

ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan d batal demi 

hukum. 

Berdasarkan ketentuan diatas, maka telah terlihat bahwa syarat sahnya suatu 

perjanjian kerja tidak berbeda dengan syarat sahnya suatu perjanjian pada 

umumnya. seperti yang telah disebutkan sebelumnya, syarat sahnya suatu 

                                                             
 
38Patra M Zen, Op.Cit., hal.235 
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perjanjian pada umunya berdasarkan pasal 1320 KUHPerdata yang menentukan 

bahwa : 

1. Kesepakatan; 

2. Kecakapan; 

3. Suatu sebab yang halal; dan, 

4. Suatu hal tertentu. 

       Dalam hal ketenagakerjaan, maka syarat pertama yaitu kesepakatan adalah 

hal yang sangat penting karena dengan tidak adanya kesepakatan antara 

pengusaha dengan pekerja, maka perjanjian kerja tersebut tidak akan dapat 

terlaksana atau dianggap tidak pernah ada. Sedangkan terkait dengan syarat kedua 

yaitu kecakapan, maka para pihak yang akan melakukan perjanjian tersebut 

haruslah sudah dianggap dewasa. Syarat kedua ini pada khususnya akan 

diterapkan kepada pekerja, karena jika pekerja tersebut belum cakap maka secara 

UU pekerja tersebut tidak dapat melakukan perjanjian kerja dengan pengusaha. 

       Syarat berikutnya adalah syarat ketiga tentang suatu sebab yang halal, suatu 

sebab yang halal ini kaitannya dengan bentuk, jenis dan tipe pekerjaan yang akan 

diperjanjikan antara pengusaha dengan pekerja tidak boleh melanggar Undang-

Undang maupun norma kesusilaan,kesopanan dan kepatutan. Syarat terakhir 

adalah syarat mengenai suatu hal tertentu, yaitu dalam suatu perjanjian kerja 

antara pengusaha dengan pekerjan berkaitan dengan obyek yang diperjanjikan 

yaitu suatu pekerjaan bagi pekerja. 
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4. Wanprestasi 

a. Pengertian wanprestasi 

       Suatu perjanjian, prestasi menjadi sesuatu yang wajib dilakukan oleh para 

pihak, karena prestasi tersebut merupakan suatu kesepakatan yang dibuat oleh 

para pihak maka setiap pihak yang tidak melakukan prestasinya dalam perjanjian 

ini dapat dikatakan telah wanprestasi. Menurut ketentuan Pasal 1234 

KUHPerdata, prestasi dapat berupa:  

a. Memberikan sesuatu; 

b. Berbuat sesuatu; 

c. Tidak berbuat sesuatu. 

Selanjutnya pengertian wanprestasi berasal dari istilah aslinya dalam bahasa 

Belanda “wanprestatie” yang artinya tidak dipenuhinya prestasi atau kewajiban 

yang telah ditetapkan terhadap pihak-pihak tertentu di dalam suatu perikatan, baik 

perikatan yang dilahirkan dari suatu perjanjian ataupun perikatan yang timbul 

karena undang-undang.  

       Pengertian wanprestasi juga diutarakan oleh Wirjono Prodjodikoro yang 

mengatakan bahwa “Wanprestasi adalah ketiadaan suatu prestasi didalam hukum 

perjanjian, berarti suatu hal yang harus dilaksanakan sebagai isi dari suatu 

perjanjian. Barangkali dalam bahasa Indonesia dapat dipakai istilah “pelaksanaan 

janji untuk prestasi dan ketiadaan pelaksanaannya janji untuk wanprestasi”39. 

Selain itu menurut Mariam Darus Badrulzaman yang dikutip oleh Subekti 

memberikan pengertian wanprestasi adalah “Apabila debitur karena kesalahannya 

                                                             
39Wirjono Prodjodikoro, Asas-asas Hukum Perjanjian, Sumur, Bandung, 1984, hal.17 
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tidak melaksanakan apa yang diperjanjikan, maka debitur itu wanprestasi atau 

cidera janji. Kata karena salahnya sangat penting, oleh karena dabitur tidak 

melaksanakan prestasi yang diperjanjikan sama sekali bukan karena salahnya”40. 

Selanjutnya menurut M.Yahya Harahap “Wanprestasi dapat dimaksudkan juga 

sebagai pelaksanaan kewajiban yang tidak tepat pada waktunya atau dilaksanakan 

tidak selayaknya41. 

b. Bentuk-bentuk wanprestasi 

Penentuan terhadap seseorang yang telah wanprestasi dapat dilihat dari 

bentuknya, dimana menurut Abdulkadir Muhammad wanprestasi dapat diketahui 

melalui 3 keadaan berikut : 

1. Debitur tidak memenuhi prestasi sama sekali. 

2. Debitur memenuhi prestasi, tetapi tidak baik atau keliru. 

3. Debitur memenuhi prestasi, tetapi tidak tepat pada waktunya42. 

Subekti menambahkan terkait dengan bentuk-bentuk dari wanprestasi yang dapat 

berbentuk:  

1. Tidak melaksanakan apa yang disanggupi akan dilakukannya. 

2. Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana mestinya.  

3. Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat.  

4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya43. 

Adapun bentuk dari wanprestasi menurut pendapat Handri Raharjo yaitu dapat 

berupa:  

                                                             
40R. Subekti, Op.Cit., hal.59 
41M.yahya Harahap, Segi-Segi Hukum Perjanjian, Alumni, Bandung, 1986, hal.60 
42Abdulkadir Muhammad, Op.Cit., hal.20 
43R.Subekti, Op.Cit., hal.50 
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a. Debitor sama sekali tidak memenuhi prestasi  

b. Debitor memenuhi prestasi, tetapi tidak sebagaimana yang diperjanjikan  

c. Debitor memenuhi prestasi tetapi tidak tepat waktunya (terlambat)  

d. Debitor melakukan sesuatu yang menuntut perjanjian tidak boleh 

dilakukan44. 

       Dari berbagai bentuk wanprestasi yang telah dijelaskan diatas, maka hal ini 

bertujuan untuk dapat menjerat setiap pihak yang tidak melakukan prestasinya 

kedalam suatu bentuk wanprestasi yang diuraikan diatas. 

c. Akibat hukum wanprestasi 

Akibat hukum dari seseorang yang telah melakukan wanprestasi dapat dilihat 

dalam pasal 1243 KUHPerdata, yang menentukan bahwa : 

Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan 

mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan Ialai, tetap Ialai 

untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau 

dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang 

melampaui waktu yang telah ditentukan. 

Dengan ketentuan diatas yang menjadi dasar hukum bagi seseorang dalam 

menindak lawan kontraknya yang wanprestasi, maka bentuk ganti kerugian yang 

harus ditanggung oleh pihak yang dirugikan adalah seperti yang diatur dalam 

pasal 1246 KUHPerdata yang menentukan bahwa : 

                                                             
44Handri Raharjo, Hukum Perjanjian di Indonesia, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2009, 

hal.80 
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Biaya, ganti rugi dan bunga, yang boleh dituntut kreditur, terdiri atas kerugian 

yang telah dideritanya dan keuntungan yang sedianya dapat diperolehnya, tanpa 

mengurangi pengecualian dan perubahan yang disebut di bawah ini.    

Selain berdasarkan ketentuan KUHPerdata diatas, menurut Salim HS terkait 

dampak atau akibat dari wanprestasi yaitu : 

Terhadap kelalaian atau kealapaan debitur untuk melakukan sesuatu 

sebagaimana yang telah ditentukan dalam perjanjian akan mempunyai akibat-

akibat yang tidak enak bagi pihak debitur sebagaimana berikut ini. 

1. Debitur harus membayar ganti kerugian yang telah diderita oleh kreditur 

(Pasal 1234 KUH Perdata) 

2. Perikatan tetap ada, kreditur masih menuntut kepada debitur pelaksanaan 

prestasi, apabila ia terlambat memenuhi prestasi. Di samping itu, kreditur 

berhak untuk menuntut ganti rugi akibat keterlambatan melaksanakan 

prestasinya, hal ini disebabkan kreditur akan mendapat keuntungan apabila 

debitur melaksanakan prestasi tepat pada waktunya.  

3. Resiko beralih kepada debitur sejak saat terjadi wanprestasi (Pasal 1237 

ayat (2) KUH Perdata. Ketentuan ini hanya berlaku bagi perikatan untuk 

memberikan sesuatu.  

4. Jika perikatan lahir dari perjanjian timbal balik, kreditur dapat 

membebaskan diri dari kewajibannya memberikan kontra prestasi dengan 

menggunakan Pasal 1266 KUH Perdata45. 

Selain itu, menurut Abdulkadir Muhammad akibat hukum bagi debitur yang telah 

melakukan wanprestasi, adalah hukuman atau sanksi sebagai berikut : 

a) Debitur diharuskan membayar ganti kerugian yang telah diderita oleh 

kreditur; 

b) Dalam perjanjian timbal balik (bilateral), wanprestasi dari satu pihak 

memberikan hak kepada pihak lainnya untuk membatalkan atau 

memutuskan perjanjian lewat hakim; 

c) Resiko beralih kepada debitur sejak saat terjadinya wanprestasi (pasal 

1237 ayat 2 KUHPerdata); 

d) Membayar biaya perkara apabila diperkarakan di muka hakim (pasal 181 

ayat 1 HIR); 

 

                                                             
 

45Salim HS, Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW), Sinar Grafika, Jakarta, 2011, 

hal.180 
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e) Memenuhi perjanjian jika masih dapat dilakukan, atau pembatalan 

perjanjian disertai dengan pembayaran ganti kerugian (pasal 1267 

KUHPerdata).46 

Adapun akibat hukum bagi debitur yang melakukan wanprestasi, menurut Ahmadi 

Miru dan Sakka Pati dapat menimbulkan hak bagi kreditor untuk : 

a. Menuntut pemenuhan perjanjian. 

b. Pemenuhan perjanjian disertai ganti rugi. 

c. Ganti rugi saja. 

d. Pembatalan perjanjian. 

e. Menuntut pemutusan atau pembatalan perjanjian dengan ganti rugi47. 

 

Salah satu pihak yang telah melakukan wanprestasi ini pasti akan menimbulkan 

kerugian bagi pihak lain, dengan wanprestasi yang merugikan salah satu pihak ini 

maka menurut Ahmadi Miru dan Sakka Pati wanprestasi dapat diketahui 

berdasarkan hal sebagai berikut : 

1. Pemberitahuan atau somasi Hal ini terjadi apabila perjanjian tidak 

menentukan waktu tertentu kapan seseorang dinyatakan wanprestasi atau 

perjanjian tidak menentukan batas waktu tertentu yang dijadikan patokan 

tentang wanprestasi debitor, harus ada pemberitahuan dulu kepada debitor 

tersebut tentang kelalaiannya atau wanprestasinya.  

2. Sesuai dengan perjanjian Hal ini terjadi jika dalam perjanjian itu ditentukan 

jangka waktu pemenuhan perjanjian dan debitor tidak memenuhi pada waktu 

tersebut48. 

                                                             
46Abdulkadir Muhammad, Op.Cit., hal.22 
47Ahmadi Miru dan Sakka Pati, , Hukum Perikatan: Penjelasan Pasal 1233 sampai 1456 

BW, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, hal.30 
48Ibid., hal.8 

 


